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ABSTRAK 

 

KUHAP dalam dokumen pembentukan menegaskan bahwa tersangka-terdakwa-terpidana 

sebagai “Pencari Keadilan”, maka tersangka-terdakwa-terpidana memperoleh perhatian dan 

perlindungan hukum dengan porsi pengaturan hak-haknya yang cukup besar.  KUHAP dapat  

dikatakan sebagai suatu yang substansi pengaturannya berorientasi pada pelaku. Selama kurang 

lebih 30 tahun KUHAP hak-hak yang dimiliki oleh pelaku, terutama selama 10 tahun terakhir 

ini, sedikit demi sedikit dikurangi melalui undang-undang yang mengatur hukum acara pidana 

tersebar dalam undang-undang di luar KUHAP. Oleh sebab itu, perlu adanya ketegasan dalam 

Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana bahwa pembentukan Hukum Acara 

Pidana baru ini sama sekali tidak mengurangi atau menghapus sedikitpun hak-hak tersangka, 

terdakwa, dan terpidana yang telah dimuat dalam KUHAP, sebaliknya Rancangan Undang-

Undang tentang Hukum Acara Pidana justru memperkuatnya dengan instrumen hukum yang 

lebih konkret dan mudah diterapkan. Untuk dapat mengatasi pelaksanaan tersebut diatas, maka 

yang harus diperhatikan oleh Pemerintah bersama DPR adalah mencantumkan keberadaan 

Hakim Komisaris dalam KUHAP sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap tersangka-

terdakwa-terpidana, dalam proses penyidikan oleh penyidik, penuntut umum hingga pada 

akhirnya terdakwa diputus pidana. Rumusan yang demikian sebagai ciri dari hukum pidana 

formil agar mudah dipahami oleh masyarakat, terutama tersangka-terdakwa-terpidana, dan 

sebagai alat control penggunaan kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum. 

Prinsip hukum yang mendasar bahwa perampasan hak orang lain tidak boleh dilakukan kecuali 

memiliki wewenang untuk merampas ( menahan) dan wewenang tersebut dipergunakan atas 

putusan pengadilan atau izin pengadilan/hakim. Berdasarkan hal tersebut maka penulis 

membahas dalam bentuk skripsi dengan judul “Pentingnya Keberadaan Hakim Komisaris 

Dalam Upaya Perlindungan HAM di Indonesia ( Studi Kasus Imam Chambali di 

Pengadilan Negeri Jombang” dimana hal tersebut masih baru dalam pembentukan oleh 

Pemerintah , DPR, dan oleh beberapa pakar Hukum Pidana seperti Prof. Dr, Andi Hamzah. 

  

 


